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ABSTRAK

Keluarpa merupakan lembaga sosial vang ideal guna menumbuhkembangkan
potensi yang ada pada setiap individu. Namun dalam kenyataannya keluarga sering
kali menjadi sasaran bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan, schingzn
menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga
spty terhadap anpeota keluarga lainnya. Situasi inilah yang lazim dischut dengan
istilah kekerssan dalam rumah tangga (KDRT). Polisi sebagal elemen penegak
hukum yang berperan schagai penyidik tentu harus memberikan perlindungan serta
keadilan kepada korhan. Maka untuk membuat terang suatu tindak pidana vang
terjadi dan menemukan siapa tersangka maka dilaksanakanlah penvidikan oleh pihak
kepalisian, Permasalahan dalam skeipsi i adalah 1) Bagaimana pelaksanaan
penvidikan tindak pidana: KDRT terhadap istel yang menjadi korban kekerasan, 2)
Kendalo-kendata vang ditemui penvidik dalam pelsksanaan penyidikan. Metode
penelitian yung digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis
dengan mengunakan data primer dan sekunder. Penclitian dilukukan di Polresta
Bukittingzi. Hasil penelitian memperlibatkan bahwa - 1) Pelaksangan penvidikan
Tindak Fidana KDRT terlebih dahulu dinlai dengan adanya pengaduan, yang mana
penpaduan tersebut ditangani aleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 2)
Kendala vang ditemui adalah : a) Korban mencabut kembali pengaduannya, bi Biaya
ek visym masih dibehankan kepada korban. ¢ tidak lerjalinnya koordinasi dengan
lembaga lain dalam penanganan korban KDRT. d) Tersangka yang tidak mau
mengakui perbuatannya. e) kurangnya sarana dan prasarana pendubung lugas
kepolisian. Terdapatnya persepsi dari pihak penvidik wang menvatakan babhwa
serhadap tindak pidona KDRT ini merupakan delik aduan, padahal berdasarkan Lill
PKORT vang dinvatakan sehagai delik aduan hanya tiga pasal saja. Untuk perbaikan
penegakan hukum kedepan dibarapkan periu terbentuknyva jaringan kerja sama antara
pihak kepolisian dengan melibatkan seluruby elemen masvarakatr seperti lembaga
sosial, rumah sakit dalam menangani korban KT



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yany dikenal oleb manusia.
Dalam keluarca, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh
karena itulah, umumnya orang banvak menghabiskan wakiunya dalam lingkungan
keluarga. Sekalipun  keluarga merupakan  lembaga sosial  yang  fdeal  guna
menumbuhkembangkan potensi vang ada pada sctiap individu, dalam kenyalaannys
keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagal kasus penyimpangan
atau aktivitas ilegal lain, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang
dilakukan oleh anggota keluarga saty terhadap angoota keluarga lainnya, seperd
penpaniayaan, pemerkosann, pembunuhan, Situasi iniah vang lazim dischut dengan
istilah kokerasan dalam rumah tangea {selanjutnya disebut KDIRT)

Pada wmumnya dalam steukiur kekersbatan di Indonesia, kaum laki-laki
dalam hal ini suami ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga,
Dengan demikian, bukan hal yang anch apabila anggota keluarga lainnya menjadi
sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi loki-laki demikian SUPEriar sering
kali menyebabkan dirinva menjadi sangal berkoasa ditengab-tengah linghungan
kebugrga, Bahkan pada saal laki-laki melakukan berbagai penyimpangan (kekerasan)

terhadap anggota keluargs lainnya (misalnya : anak,istei} tidak ada seorang pun dapat



menghalanginya. Lebib parah  perilaku  terscbut dianggap sebapai hak istimews
{perivilese) vang secara kodrati melekat pada diri laki-laki (kepala ke]ua;gaj_1

KDRT tidak selalu harus diartikan dalam bentuk tindakan Asik (memukul,
menjambak), termasuk juga kekerasan dalam bentuk psikis, seperti terus menerus
ditckan atau dipojokan oleh keluarganva® Adat istiadst memegang peranan ying
cukup penting dalam memunculkan aksi-aks kekerasan dalam rumah tangga, Dalam
budava di Indonesia, lazim ditekankan bahwa istei harus menurut kepada suaminya,
sepertl halnya anak harus selalu menurat kepada orang twa atau orang yang lehih tua
dart. mercka, Ketika hal o tidak terpenuhi aks: kekerasanlah  yang menjadi
pelampiasannya, seperti memukul, mencubit atau menjewer.”

Mengenal tindak pidana KDRET distur dalam Undang-undang Momar 23 tahon
2004 tentang Penphapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebul

PEDRT). Undang-undang PKDRT ini bertujuan untok :

a. Menceaah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
b, Melindungi korhan kekerasan dalam rumah tangga

¢, Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tanpes
. Memelibara keutuhon rumah tangga yang harmonis dan sgjahtera,
Perkembangan dewasa ini menunjukan bahwa tindak pidana kekerasan secara

fisik, psikis, seksual dan penclantaran rumah tangga pada kenvatasnnya terpadi

" Dikdik ML Ariel Mansur, dan Elisatris Gultom, Drpensi Peefindungan Korkan Keiohaban
Perbarey Ve ol Realine. P Rajadratindo Persada. Jakarda, 2007, hal, 132

* Il hal. 133,

" ihid,



BARBITY

PENUTLP

A. Kesimpulan

1.

P-d

Pelaksanaan penyidikan tindak pidans KDRT terlebih dahulu dimulai dengan
adanya pengaduan. Untuk masalah KDRT unit yang menangani adalah unit
Perlindungan Perempuan dan Apak (PPA). Dalam penvelesaian kasus ini,
terlebih dahulu Penvidik melakukan upaya konseling terhadap korhan, apar
kasus ini dapat disclesaikan melalui jalan damai. Berdasarkan data kasos
EDRT di Polresta Bukiftinggzi, pada umumnya penyelesaian kasus KIDRT
diselesaikan melalui jalan damai. vang mana si istri vang menjadi korban
al-:.him}'a mencabut kembali pengadusnnya, sehingoa menyebabkon hanva
beberapa kasus saja yang berkusnva dilimpahkan ke Kejaksaan. Dilapangan
penulis menemukan terdapatnya persepsi dari penyidik yang menyvatakan
bahwa tindak KDIT ini merupakan delik aduan, padahal berdasarkan UL
PEDIRT yang dinvatakan sehagai delik aduan hanya banya tiga pasal sajo
vaitu Pasal 44 (4), Pasal 45 (2} dan Pasal 46 LU PRDRT.

k.endala-kendala penyidik dalam melaksanakan penyidikan antara lain ;

ad Korban vang melakukan pengaduan mencabut kembali pengaduannya

kepada pihak kepolisian
b Hasil Fiseen Br Bepertum vang merupakan sebagai salah sato alat buka

ternyata dalam pengurusan pembiayvaannya belum bersifat gratis.

£d
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